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BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang
hergih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
meningkatnya pelayanan publik  dan meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilavah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

bahwa guna percepatan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan
Melayvani di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani di Lingkungan [nstansi Pemerintah, perlu
pengaturan mengenai pedoman pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilavah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Taslkmalaya;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daecrah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3150(;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomaor & Tahun 2023 tentang Penectapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor
6RS6|:

Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 2001 1tentang
Pembentukan Kabupaten Tasikmalays (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Womor 9%, Tambahan
Lembaran Negarma Republik Indonesia Nomor 4117);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 48490);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 teatang Grard
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsl (Lembaran Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Pakta I[ntegritas i Lingkungan
Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah);



Menetapkan

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona [ntegritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintiah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 601},

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat
Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016 Nomor 7] sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2021 Namor 3);

14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomer 113 Tahun 2016
tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2022
tentang Road Map Relormasi Birokrasi Tahun 2020-2024
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tasikmalaye Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pernbahan atas
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor 128 Tahun 2022 tentang Koad Map Relormasi
Birgkrasi Tahun 2020-2024,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT]I TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1, Daerah adalah Kabupaten Tasikmalava.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyvelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah olonom.

3. Bupat adalah Bupati Tasikmalaya.
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelengparaan urusan pemerintghan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Inspektorat Dacrah adalah perangkat daerah vang bertugas
membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan oleh Perangkat Dacrah.

Zona Integritas vang selanjutnyva disingkat ZI adalah
predikat vang diberikan kepada Perangkat Daerah vang
pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk
mewjudkan wilayan bebas dan korupsi dan wilayah
birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi,
khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yvang
bersih dan akuntabel serta pelayanan publik vang prima,
Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disinghat WBEK
adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat
Daerah yang telah bherhasil melaksanakan reformasi
birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar
kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta
pelavanan publik yang prima.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya
disinglkat WBBM adalkah predikat yang diberikan kepada
suatu perangkat daerah yang telah berhasil melaksanakan
reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah
memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada
komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan
yvang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang
prima.

Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen perjanjian yvang
dibuat bersama tentang komitmen melaksanakan seluruh
tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan
untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah tim yvang
dibentuk oleh kepala perangkat daerah vang mempunyai
tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas di
Perangkat Daerah atau unit kerjanya.

Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah
tim wvang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan
evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap
perangkat daerah yang sedang membangun Zona Integritas.
Tim Penilai Nasional vang selanjutnya disingkat TPN adalah
tim vang dibentuk untuk melakukan evaluasi pembangunan
Z1 di Perangkat Dacrah wvang diusulkan oleh Instansi
Pemerintah yang terdiri dari unsur Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di @ bidang
pendaysgunaan aparatur negara serta unsur dari instansi
pemerintah lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam
evaluasi pembangunan Zl.

Lembar Kerja Evaluasi vang selanjutnva disingkat LKE
adalah lembar kerja yang digunakan untuk mengetahui
kualitas pembangunan Z1 terkait komponen pengungkit dan
komponen hasil.



14, Komponen Pengungkit adalah komponen yang menjadi
faktor penentu pencapalan sasaran hasil pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM,

15. Komponen Hasil adalah komponen yvang menjadi penentu
pencapaian program Reformasi Birokrasi dan
penyvelenggaraan Geod Governance.

BAB II
MARKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pembangunan zona intergitas dimaksudlan:

a. sebagal acuan bagl Perangkat Daerah dalam membangun
zona integritas menuju WBK dan WBEM;

b. memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam
membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM; dan

c. memudahkan dan meningkatkan efektivitas pembangunan
zona integritas pada Perangkat Dacrah,

Pasal 3

Pembangunan Zona Integritas bertujuan untuk;

a. memngkatkan birokrasi yvang kapabel;

b. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari
korupsi, kelusi dan nepotisme; dan

c. meningkatkan pelayanan publik.

BAB III
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Bagian Kesatu
Pencanangan Pembangunan Zona Inlegritas

Pasal 4

[1}] Pencanangan pembangunan Z1 dilaksanakan oleh setiap
Perangkat Daerah.

(2] Pencanangan pembangunan Zona Integritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan dekiarasi/pernyataan
dari Kepala Perangkat Daerah bahwa instansinya telah siap
membangun ZI. Pencanangan dilakukan setelah Kepala
Peranglkat Daerah dan seluruh pegawainya menandatangani
Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

(1} Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka
dan dipublikasikan secara luas (luring/daring] agar
masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan
berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi
khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peninghkatan
kualitas pelayanan publik.

[2| Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan ZI
oleh Kepala Perangkat Daerah diketahui oleh Bupati dan
unsur tokoh masyarakat.

(3] Format Pakta Integritas Kepala Daerah dan Pakta [ntegritas
Pegawai, Naskah Deklarasi Pembangunan Zona [ntegritas
dan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona I[ntegritas



(4]

tercantum dalam lampiran huruf A, huruf B, huruf C dan
huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Unsur masvarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat berasal dari unsur perguruan tinggi, tokoh

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilavah Bebas

(1)

(2}

(1)
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(L}

(2}
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dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih
tlan Melayani

Paragraf 1
Pembentukan Satuan Tugas Pembangunan 71

Pasal 6

Identifikasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang
diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM
dilaksanakan oleh Satgas ZI pada Inspektorat Daecrah.
Satgas ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Inspekiur,

Paragraf 2
Penetapan Unit Kerja

Pasal 7

Bupati atas rekomendasi Satgas ZI, menetapkan Perangkat
Daerak yang akan melakukan pembangunan ZI menuju
WBEK/WBBM.

Penetapan Perangkat Daerah yang akan melakukan

Pembangunan £1 menuju WBK/WBBM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] didasarkan pada kriteria:

a. Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan utama
|core business) Pemerintah Daerah;

b. Perangkat Daerah yang memiliki risiko tinggi dalam
rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan
prima; dan

¢. Perangkat Daerah vang memiliki dampak luas pada
masyvarakal apabila melakukan pembangunan ZI.

Pasal 8

Perangkat Daerah vang telah ditetapkan untuk melakukan
pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) menetapkan program kerja pembangunan ZI sesuai
dengan hasil identifikasi layanan utama, isu strategis dan
risiko-risiko yang dihadapi Perangkat Dacrah.
Untuk memastikan setiap Program Kerja sebagaimana
dimaksud pada avat (1) berjalan dengan haik, maka Kepala
Perangkat Daerah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI.
Susunan keanggotaan dan tugas Tim Rerja Pembangunan Z1
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
Dalam  pelaksanaan pembangunan ZI, Tim Kerja
Pembangunan Z1 bertugas:
a. membuat rencana kerja pembangunan Zl menuju WEK
dan menuju WBBM sesuai dengan komponen vang telah
ditetapkan;
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b. memantay dan memastikan Rencana Kerja berjalan
sesual target vang telah ditetapkan;

c. melakukan penilaian mandirl dengan menggunakan
Lembar Kerja Evaluasi (LKE] dan menyampaikan
hasilnva kepada TPI; dan

d. melakukan monitoring dan evaluasi sccara berkala
terhadap pelaksanaan Z1.

Paragraf 3

Pembangunan ZI
Pasal 9

Tim Kerja Pembangunan Zl sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 8 ayat (2) membuat dokumen rencana pembangunan
71 yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan
tijuan pembangunan ZI menuju WBK,/WBBM.

Dokumen Rencana Pembangunan Z1 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup dua komponen, vaitu:

a. komponen pengungkit, sehesar 60% (enam puluh

persen|; dan
b. komponen hasil, sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 10

Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2] hurul a, terdiri atas 2 (dua) aspck yaitu:

a. aspek pemenuhan; dan

b. aspek reform.

Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difokuskan pada 6 (enam) area perubahan, yvaitu:

a. manajemen perubahan,

b. penataan tatalaksana;

¢. penataan manajemen sumber daya manusia;

d. penguatan akunitabilitas kinerja;

e, penguatan pengawasan; dan

{. peningkatan kualitas pelayanan publik,

Indikator area perubahan pada komponen pengungkit
penilaian  pembangunan Zl  menuju WBK/WHEBM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dard
Peraturan Bupati ini,

Pasal 11

Komponen hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) huruf b, difokuskan pada dua sasaran utama, yaitu:

g, terwujudnya pemerintahan vang bersih dan akuntabel;
dan

b. kualitas pelavanan publik vang prima.

Pengukuran sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih

dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

adalah:

a. nilai persepsi korupsi yakni hasil survei kuoantitatif
berupa Survei Persepsi Anti Korupsi [(SPAK)] terhadap
stakeholders terkait tentang Tingkat korupsi vang terjad:
pada Perangkat Daerah yang sedang membangun ZI dan
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dibuat oleh unit kerja tersebut secara berkala dengan
mengaclu pada kebijakan yang diterbitkan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi; dan

b. capaian kinerja lebih baik vakni capaian realisasi kinerja
sesuai dengan perjanjian kinerja,

Pengukuran sasaran terwujudnya kualitas pelayanan publik

yvang prima sebagaimana dimaksud pada avat (1] huruf b,

dilakukan melalui nilai persepsi kualitas pelayanan yang

diperoleh dari hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

[SPKP| vang dibuat oleh unit kerja vang sedang membangun

71 secara berkala dengan mengacu pada kebijakan yang

diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi,

Komponen survei kuantitatif sebagaimana dimaksud pada

aval (2} huruf a terdiri dari beberapa hal, yaitu:

d. diskriminasi pelayanan, vakni Perangkat Daerah dalam
memberikan pelavanan tidak memandang faktor suku,
agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya;

0. kecurangan pelayanan, yakni Perangkat Daerah tidak
memberikan layanan di luar ketentuan dan/atau
mengindikasikan kecurangan;

c. menerima imbalan dan/atau gratifikasi, yakni Perangkat
Daerah tidak menerima/meminta imbalan dan/atau
gratifikasi di luar ketentuan yang berlaku;

d. percaloan, vakni tidak terjadi praktik percaloan di
Perangkat Daerah vang mengusulkan ZI; dan

e. pungutan lar, vyakni Perangkat Daerah yang
mengusulkan ZI dipastikan tidak terjadl permintaan
biaya di lear ketentuan.

Knteria capaian kinerja lebih baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2] huruf b terdini atas:

a. target kinerja utama tercapal lebih dari 100% (seralus
persen| dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun
schelumnya serta lebih baik capaian kinerja nasional
atau rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis;

0. target kinerja utama tercapal 100% [seratus persen) dan
lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;

c. target kinerja utama tercapan 100% (seratus persen) atau
lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama
tahun sebelumnya;

d. target kinerja utama tidak tercapai; dan

e. tinerja utama tidak berorientasi hasil.

Indikator area perubahan pﬂda komponen hasil penilaian

pembangunan ZI menuju WBK/WBBEM sebagaimang

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran hurufl E

vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 12

Target prioritas dalam dokumen rencana  kerja
pembangunan Z1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1] harus dituangkan dalam bentuk rencana aksi.
Hencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
setiap tehun dan memuat target capaian bulanan.
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Tim Kerja Pembangunan ZI Perangkat Daerah membuat
laporan tertulis atas capaian target rencana aksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2| secara berkala setiap
bulan kepada Bupati melalui Satgas Z1.

Tim Kerja Pembangunan ZI melakukan penilaian mandiri
atas pelaksanaan pembangunan Z1 berdasarkan LKE
(Lembar Kerja Evaluasi].

Paragraf 4
Tim Penilai Internal

Pasal 13

Untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan ZI
pada Perangkat Daerah berjalan sesuali dengan vyang
direncanakan, Bupati membentuk TPL.

TPl melakukan penilaian terhadap hasil penilalan mandiri
Tim kerja Pembangunan ZI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keangpotaan serta
tugas dan fungsi TPl sehagaimana dimalesud pada avat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Dalam proses pembangunan ZI oleh Perangkat Daerah, TPI

memiliki peran untuk:

4. menjadi tempat Konsultasi bagi Perangkst Daerah yang
sedang membangun ZI;

b. menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan
pendampingan dalam pembangunan Z1 agar Perangkat
Daerah mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama
terkait komponen-komponen pembangunan 21; dan

¢, berkonsultasi kepada TPN terkait proses pembangunan
Zl pada Perangkat Daerah.

Pasal 15

TPl melakukan pemantauan secara berkala dan penilaian
terhadap pembangunan ZI vang dilakukan oleh Perangkat
Daerah;

Hasil penilaian sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
disampailkkan kepada Bupati sebagai bahan relcomendasi
terhadap kelayakan Perangkat Daerah untuk diusulkan
kepada Kementerian Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGEAT

DAERAH BERFREDKAT MENUJU WILAYAH BEBAS

DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

{1

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Zona Integritas menujfu
Wilayah Bebas dari Korupsi

Pasal 16

Satgas Zl melakukan proses identifikasi terhadap Peranglat
Daerah yang  berpotensi menuju WBK = denpan
memperhatikan beberapa persyaratan scbagai berikut;
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a. Perangkat Daerah yang diajukan merupakan core
layanan utama darl pemerintah daerah;

b. Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi
masvarakat tentang kualitas hirokrasi;

¢. Persentase penvelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
(APIP)/Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 100% (seratus
persen);

d. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara
(LHKAN) berupa LHKPN bagl Wajib LHKPN dan SPT Pajak
bagi ASN non-Wajib LHKPN 100% (seratus persen);

e. Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK
minimal satu tahun; dan

f. Predikat Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIF) dari hasil evaluasi internal
minimal *B".

Perangkat Daerah terpillh yang memenuhi persyaratan

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi

membangun ZI menuju WBK, diusullkan kepada TP! uniuk
dilakukan evaluasi dan penilaian mandiri | self assessment).

Pada implementasinya, penilaian mandiri sebagaimana

dimaksud pada ayat |2) dilaksanakan ocleh Tim Penilai

Internal.

Pasal 17

TPl memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai
Perangkat Daerah yang ftclah dinilai untuk diusulkan
mendapat predikat WBK.

Perangkat Daerah yang akan diusulkan mendapat predikat

WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

kriteria ambang batas penilaian:

a. memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75
(tujuh puluh lima) dengan minimal nilai pengungkit 40
(empat puluh);

b. bobot nilai per area pengungkit minimal 60% [enam
pulub persen| pada semua area pengungkit;

c. nilai komponen hasil “birokrasi yang bersih dan
akuntabe!” minimal 18,25 (delapan belas koma dua limaj,
dengan ketentuan nilai sub komponen “Survei Persepsi
Antd Korupsi® minimal 15,75 (lima belas koma tujuh lima)
atau minimal skor survei 3,60 (tiga koma enam nol), serta
nilai sub komponen “kinerja lebih baik™ minimal 2,50
(dua koma lima nol|.

d. nilai kemponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima®
minimal 14,00 (empat belas koma nol nel) atau skor
survei minimal 3,20 (tiga koma dua nol|.

Pasal 18

Bupati berdasarkan rekomendasi TPl, mengusulkan kepada
Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi selaltu TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap
kelayakan Perangkat Daerah  berpredikat menuju
WBK,/WBBM.
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Pengnjuan evaluasi kepada TPN sebagaimana dimaksud
pada avar (1) wajib dilengkapi surat pernyataan
tanggungjawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang
diajukan tentang kebenaran data dukung yang disampaikan.
Surat pengajuan evaluasi dan surat pernyvataan
tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam lampiran huruf F dan hurul G yvang
merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan Zona Integritas Menuju WBBM

Pasal 19

Satgas Z1 melakukan proses identifikasi terhadap Perangkat
Daerah yang berpotensi berpredikat Menuju WBBM dengan
memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berilout;

a. Perangkat Daerah yang diajukan merupakan ecore
layanan utama dari Pemerintah Daerah

b. memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi
masyarakat tentang kualitas birokrasi;

€. persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK};

d. peoyampalan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara
(LHKAN) berupa LHKPN bagi Wajib LHKPN dan SPT Pajak
bagi ASN non-Wajib LHKPN 100% [seratus persen),

e. sudah melakukan pembangunan ZI menuju WEBM atau
sudah mendapat predikat WBK minimal satu tahun; dan

[. predikat Sistem Akuntabilitas Kinena Instansi
Pemerintah (SAKIP) dari hasil evaluasi internal minimal
“BRE",

Proses identifikasi scbagaimana dimaksud pada avat (1)

dilakukan terhadap Perangkat Daerah vang sebelumnya

telah mendapatkan predikat WBK.

Perangkat Daerah berpredikat WBK berpotensi menuju

WBBM, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan evaluasi dan

penilaian kelengkapan persyaratan.

TPl melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat

Daerah berpredikat WBK yang berpotensi Menuju WBBM.

Pasal 20

TPl memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai
Perangkat Daerah berpredikat WBK vang telah dinilai untuk
diusulksn mendapat predikat WBBM.

Perangkat Daerah berpredikat WBK yang akan diusulkan

untuk mendapat predikat WBBM scbagaimana dimaksud

pada avat 91) harus memnuhi kriteria ambang batas
penilaian:

a. memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 85,00
(delapan puluh lima koma nol nol) dengan minimal nilai
pengungkit 48 (empat puluh delapani;

b. bobot nilai per area pengungkit minimal 75% (twjuh
puluh lima persen| pada semua area pengunglit;
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¢. nilai komponen hasil “birokrasi yang bersih dan
akuntabel® minimal 19.50 (Sembilan belas koma lima
noll, dengan ketentuan nilai sub komponen “survei
persepsi anti korupsi® minimal 15,75 (lima belas koma
tujuh lima) atau minimal skor survei 3,60 (tiga koma
enam nol), serta nilai sub komponen “kinerja lebih baik”
minimal 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan

gd. nilai komponen hasil *pelavanan publik vang prima”
minimal 15,75 (lima belas koma tujuh lima) atau skor
survei minimal 3,60 (tiga koma enam nol).

Pagal 21

(1) Bupati berdasarkan rekomendasi TPl, mengusulkan kepada
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relormasi
Birokrasi sclaku TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap
kelavakan Perangkat Daerah berpredikat WBK untuk
mendapat predikat WBBM.

[2) Pengajuan evaluasi kepada TPN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilengkapi surat pemyataan
tanggungiawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang
diajukan tentang kebenaran data dukung vang disampaikan,

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan Perangkatl Daerah berpredikat Menuju
WHEK dan Menuju WHBEM

Pasal 22

{1] Permohonan evaluasi pembangunan Z1 menuju WBK/WBBM
kepada TPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
dan Pasal 21 ayat (1) menggunakan sistern informasi
penilaian mandiri pembangunan zona intcgritas melalui
alamal website: www.pmpzi.menpan.go.id.

(2] Sistern informasi penilaian mandini pembangunan ZI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrument
bantu yang digunakan oleh:

a. TPl untuk melakukan penilaian terhadap kualitas
pembangunan 21 di Perangkat Daerah;

b. Pemerintah Daersh untuk melakukan pengajuan
evaluasi kepada TPN apabila penilaian yang dilakukan
TP terhadap Perangkat Daerah telah memenuhi kriteria;

c. TPN untuk monitoring dan evaluasi pembangunan ZI,
pengelolaan data dan informasi dalam rangka
penyusunan profil pelaksanaan ZI pada Pemerintah
Daerah.

(3) Pengajuan evaluasi kepada TPN melalui penilaian mandiri
pembangunan Z1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Mei setiap
tahunnya.

4] Apabila hasil evaluasi vang dilakukan TPN memenuhi syarat
WBK/WBBM, Bupali menetapkan Perangkat Daerah
berpredikat WHEK/ WHBM.

(5) Apabila hasil evaluasi TPN belum memenuhi nilai minimal
WBK/WBBM, maka Perangkat Daerah tersebut dilakukan
pembinaan,
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Pasal 2.3

Penetapan predikat WBK,/WBBM sebagaimana dimaksud
pada Pasal 22 gyat (4] ditetapkan dengan Keputusan Bupati
setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Apabila setelah penetapan predikat WBK, terdapat
kejadian / peristiwa vang mengakibatkan tidak terpenuhinya
lagi indikator bebas dari korupsi, predikat WBK dapat
dicabut.

Apabila setelah penetapan predikat WBBM, terdapat
kejadian/peristiwa  yang mengakibatkan tidak dapat
dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan melayani,
predikat WBBM dapat dicabut.

Pencabutan predikat WBK/WBBM sebagaimana dimaksud
pada avat (2) dan avat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat.

Pasal 24

Sebagai wujud apresiasi terhadap keberhasilan dalam
membangun Zl, Bupati dapat memberikan penghargaan
kepada Perangkat Daerah yang mendapat predikat menuju
WBK/WEBBM.

Penghargaan scbagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
herupa antara lain:

a. uang;

b. barang; atau

¢, plagam Bupati.

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], diberikan sesuai kebijakan DBupati dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

TPl melakukan pembinaan secara intensif terhadap
Perangkat Daerah vang sedang melakukan pembangunan £1
menuju WBK,/WBBM dengan cara memberikan asistensi dan
layanan konsultasi,

Perangkat Daerah yang telah berpredikat WBK dilakukan
pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBK
serta memperoleh predikat menuju WBBM.

Perangkat Darcrah yang telah memperoleh predikat WBBM
tetap dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan
predikat WHBM.,

Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan Z1 menuju
WBK/WBBM serta kinerja Perangkat Daerah yang telah
memperoleh predikat WBK dan/atau WBBM dilakukan oleh
Inspektorat,
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BABV
EVALUAS! DAN PELAPORAN

Pasal 26

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan £l dan Kinerja
WBK,/WBBM dilaksanakan oleh TPl berdasarkan hasil
penilaian mandiri eleh Tim Kerja Pembangunan Zona
Integritas Perangkat Daerah.

TPl membuat laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) secara tertulis setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 27

Tim Kerja Pembangunan ZI menyampaikan laporan kepada
Bupati melalui Inspektur Daerah mengenai perkembangan
pelaksanaan kebijakan/program pembangunan ZI menuju
terwujudnya WBK/WBBM yang dilaksanakan oleh Perangiat
Daerah masing-masing,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling sedikit
1 (satu] kali setiap tahun.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2
dilaksanakan pada akhir tahun berkenaan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ahyat (1) dapat
dilakukan sewaktu-waktu apahila diperlukan,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 28

Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan,

Agar setiap orang mengetahul, memerintahkan pengundangan
Peraluran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tasikmalave.

_Ditetapkan di Singaparna
- "pddatanggal o7 Deowmier

BUPATI TASIKMALAYA,

Diundangkandi Singaparna

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIMALAYA,

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN
NOMOR
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEDOMAN FEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

A. PARTA INTEGRITAS KEPALA PERANGRAT DAERAH

KOP
PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

PAKTA INTEGRITAS

Sayea .... (nama pembuat pernyataan), (jabatan), menyatakan sebagai herikut:

L

2.

Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Perangkat Daerah
sesuai dengan visi dan misi Bupati Terpilih periode ...-... serta berpedoman
kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas,

. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuaten
tercela.

. Menghindari pertentangan kepentingan |econflict of wteresty dalam

pelaksanaan tugas.

Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawal yang
berada di bawah pengawasan saya dan sesama aparatur sipil negara secara
konsisten,

Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama
Perangal Daerah) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi

konsekuensinya.
Nama Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Menyaksikan
Bupati Tasikmalaya, Pembuat Pernyataan,

Materai 10,000

(Nama Lengkap dan Gelar) (Nama Lengkap dan Gelar]
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B. PAKTA INTEGRITAS PEGAWAI

KOP
PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
(NAMA PERANGEAT DAERAH)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:
MNama :

MK

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Jabatan

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara
[ASN] di .... (nama Perangkat Daerah), dengan ini menyatakan bahwa saya:

1.

Akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah
sesual dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman kepada ketentuan
perundang-undangan vang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didasari dengan loyalitas dan
dedikasi terhadap Kepala Perangkat Daerah sebagal pimpinan dan menjadi
acuan normative dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pekerjaan.
Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan
tercela.

. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan

tugas serta menghindari pertentangan kepentingan (conflict ofinterest) dalam
pelaksanaan tugas.

Akan menvampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama
Perangkat Daerah) serta turut menjags kerahasiaan salesi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

. Apabila dalam melaksanakan tugas saya dinilai lalai {tidak loyal/patuh],

tidak disiplin, tidak mampu dan tdak bertanggungjawab ataupun saya
melakukan perbuatan yang dapat merugikan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di ... (nama Perangkat Daerah), maka
saya siap diberikan sanksi berupa sanksi administratif ataupun
pemberhentian dari jabatan saya saat ini.

Nama Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Menyaksikan
Bupati Tasikmalaya, Pembuat Pernyataan,

Materai 10.000

(Nama Lengkap dan Gelar| (MWama Lengkap dan Gelar]



F. SURAT PENGAJUAN EVALUAS]I KEPADA TIM PENILAI NASIONAL (TPN)

Nomor ! Tanggal Pengejuan)
Lam piramn I
Had : Pengauan Peremghat  Deemhb

Berpredileat  Menuju  Wilayah

Bebas dari Korupsi [(WBEK)/

Wilayeh Birokrasi Bersmih dan

Melaynni

Kepada Yth
Menteri Pendavagunasn Aparatur Negara dan Reformasd Baokeras:
Hapu blik Indonesia
Cg. Deputi Bideng Belosmus Buckrast, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawssasn
di
Tempat

Dengan hormat, bahwe dalam rangks pelaksanaan Peratumn Menteri Pendayagunasn
Aparatur Negara dan Reformasi Birokeasi Nomor XXX Tahun XXX tentang Pedoman Evaluasi
Pembangunan Zona [ntegritas, kami telah metakukan upays pembangunan Zone lntegritas di ...
[Nama Peranglkst Dasrah), Berdasarkan liporan hasil evaluasi tahuin XXX aleh Tim Penilal Internal
(TP} Zona Integritas (71| Kabupaten Taatmalaya, kami mengusulkan:

1 o (Mama Undt Kerja/Perangkat Daerah)). . (predikat WBE atauy WBEM)
2, .. [Noma Unit KerjafPeranglkat Deemah)/ ... (predikat WBK atau WBBM)
3, dsb

Sebngai calen Undt Kera/Perangkat Daermh berpredikat menuji Wilayah Bebas dari
Kerupel (WBK] dan/sten Wilayah Birokrasi Bergih dan Melayani (WEEM].

Sehubungan dengan hal tersebut. kami mohon agar Tim Pendsi Nasional dapat
melakukan svaluasi atas Unit Kerja/Perangkat Daerah yang diusulkan ters=but.

Demikian kami sampadkan, atas perhatinn dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasib,

BLIPATT TASIEMALAYA

NAMA LENORKAP DAN GELAR]

Tembilsan:
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C. NASKAH DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KOP
PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

DEKLARAS] PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA HARI INT ... TANGGAL ... BULAN ... TAHUN ...

SAYA, ... (Nama Lengkap) ... selaku Kepala .... [Nama Perangkat Daerah)
BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN ..., (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN TASIKMALAYA

BERKOMITMEN

BAHWA DALAM RANGEKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME,

..+ (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN TASIKMALAYA

SIAP MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRAS!
BERSIH DAN MELAYANI (WEBM)

NAMA TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN

KEPALA ... ([Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN TASIKMALAYA

[NAMA LENGEKAF DAN GELAK]
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D. PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KOP
PERANGKAT DAERAH

-

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
(NAMA PERANGKAT DAERAH|

PIAGAM PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEQRITAS

PADA HARI INI ... TANGGAL ... BULAN ... TAHUN ... SAYA _.. (Nama

Lengkap) SELAKU KEPALA ... (Nama Perangkat Daerah) BESERTA

SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN ... (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN TASIKMALAYA

BERKOMITMEN

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KHUSUSNYA DALAM
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK

NAMA TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN

BUPATI TASIKMALAYA, KEPALA ... [NAMA PERANGEKAT
DAERAH)

MATERAI 10.000

(NAMA LENGKAP DAN GELAR| {NAMA LENGKAP DAN CELAR|

DIKETAHU] OLEH:

INSPEKTORAT, TIM PEMBANGUNAN UNSUR
ZONA INTEGRITAS, MASYARAKAT,

(Nama Lengkap dan  [Nama Lengkap dan  [Nama Lengkap dan
Gelar) Gelar) Gelar)
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E. INDIKATOR AREA F’EFEUE.‘LHHNE PADA KOMPONEN PENGUNGKIT PENILAIAN PEMBANGUNAN Z1 MENUJU WBK/WBBM

Aspek Pemenuhan i

=1

Proses Hegiaban

Aspek Reform

M Rormpon en Tujuan Targei TR E
A, KOMPONEN PENGUNGKIT - -
1 | Manajemen Mentransformasi [ 1. Tegadinva perubahan | Pensyusunan 1,
Perubahan Rigtem dan pola pikir dan budseyva | Tim Kerja
mekanisme kerje kefja pada perangkat
DT EATIESAS] seTlA daerah vong diusulkan
mindset  (pola pikir) sebagai Jona Integritas a
dan cultureset [eara menuju WEK /WBBM:
kerja) individu ASN |3 Menurunnya risiko
pada perangkat kegagalan yang
daerah yang dibangun | disebahkan
m"“.l-ﬁfh lelsih Edﬂpn[- kemunghkinan
inovant, “Wﬂf:ll': timbuloya  resistensi
professional dan terhadap perubshan;
berintegritas azh.mgu[]l_: 3. Terimplementaail -
mtm T Coves Value ASHN
Berakhlak (Berorentasi
dan kebutuhen |  Felavanan, Akuntabel
s Kompreten, Hermonis,
e I Loyal, Adaptiil dan
semalkin meningiat. Kolabaratif],
- Dokumen 1
Fencana
Pembangunan
| Fona Integritas | o
| Menujuo
WHEK /" WEBEBM

_ Dokumen rencana kerja

Permngkat  Daesab  telah
membentuk tim kerja untuk
melakukan  pembangunan
Z1 menuju WBK /WHBM;
Penentuan anmul.atlm kerja
selain  pimpman  dipilih
melahai
progsedurmekanisme  yang
jelas,

pembangunan ZI  menuju
WEE/WEBBM tclah disusun;
Dokumen Tencana  Kerja
2l meruaju
WBK/WBBM telah memuat
target-target prioritas yang
relevan dengan tujuan
pembangunan &1 menuju
WHK/WEEM;

Pengubiuran keberhagilan area
‘Manajemen Perubshan® ind,
adanyva kondisi:
a Komitmen dalam perubahan:
1. Agen perubahan telah
membuat perabahan yang
komkret!

2. Perubahan vang dibuat
Ageni  Perubahan telah
AN ETET.

b. Komitmen pimpinan

Pimpinan memiliki komitmen

terhadap pelaksanaan
reformas  birokrasi,  dengan
adanya targel capaian |
reformasi  yang jelas  di
delumen perencanaan
perangkat daerahnya

c. Membangun Budaya Kerja
Perangkat deerah membangun |
budaya kerja posmtif dan
menerapkan nilai-nilai |
organisagi dalam pelaksanasn |
tugas sehari-hari.




Mo

Ko paorien

Tujusn

Target

Asgpek Pemenuhan

Aspek Reform

Proses Kegiatan

. Terdnpat mekanisme numl,

redia untul |

mensosizlisasikan
prmbangunsn

e
WBE,/WBBM. |

L.

Pemantauan
dan Evaluass
Pembangunan
Zona |ntegritaz
Menuju

WBK/WHBM | o

:3-

pembangunan Al menuju
WEBK/WHBEM telah
dilakeanakan sesua dengan
torgel yang direncanakan;
Terdapat mondtoring dan
evahiasi terhadap
pembangunan Al menuju
WBK/WEBBM,;

Hasil monitoring dan
evaluasi telah
chitimdaklarjuti.

F+ruﬂnh-.m | 1.

Fola Pikir dan
Budaya Kerja

. Agen

rode muelel dalam
pelakeanaan  pem

21 menuju WBE/WEBBM;
Perubahan  telah
chiterapkan;

Budava kerja dan pola pﬂl:l-.'l"
telah dﬂ:mn,guu
hngkongan orgamseas;
Anggnta organizsasi terlibat
dalam pembangunan  Zl
menuju WBK/WBBEM.

Penataan

Meningkatkan

ehigiensai dan
efekiivitas sistem,
proseas dan prosedur

Mn‘lingl.'.al;:;yu

l penggunaan  teknologi

informas dalam proscs
penyelenggaraan

Prosedur 1.
Oyperasional

Tetap  [SUF)

Prosedur operasional teiap
mengacu kepada pela proses
ismis Perangkat Dacrah;

Penguluran keberhasilan area
“Penataan Tatalaksana® ind,
acliy i korudis:
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Anpel Pemenuluan

No| HKompanon Ll Thiet indikater Proses Kegiatan i g
kerja yang  jelas, mansjemen Kegiatan . Prosmedur operagional tetap | a. Peta pPTses biisinis
elfektif, efisien dan pemerintahan; Utama telah diterapian; mempengaruhi :
terukur pada Zona |3 Meningkatoya  efisiensi penyederhanann jabatan
Integritas menuju dan efektivitas proses . Prosedur operasional tetap dilalukan  dengan melihat
WBK /WBBM. e s telah dievaluaat. apakah telah disusun pela
pemerintaban; dan JEONER HAES: EDIY . LA
S penyederhanaan jabatan;
3. "“"“E“::ﬂn m‘““"“" Sistesn Pemerintahan Berbasis
P : : ot  Elektronik  [SPBE)  yang
Siatedm Sistem penpgukuran kinerja lerintegrasi;
Prrarmesrint abaag herbasis sistem informeas: 11 ' i SPHE telah
Berbasis Sistem kepegawaian berbasis : ;;n!’mwﬂm“?mdm ey
Elekironik 21 ndica informasi; mendoreng  pelakasnsan
. Sistemn pelayanan  publik pelayanan  2lodica  yang
berbasis sistem informasi; lebih cepat dan efisien:
Telah dilakukan monitermg 2. Implementasi SPBEE telah
dan  evaluas  terhadap terintegrasi dan  mampu
pemanfaatan teknologi mendorong  pelaksamaan
mformas. pelayanan mternal
Keterbukasn : Kﬂhijaia.n Tentang OFEATISH _al' yang lebih cepat
Informasi keterbukian informasi dan efisien.
Publik publik telah ditcrapkan; . Transformasi digital
Monitoring dan  evaluasi mem berilkan nilad manfaon:
pelaksanasn kebijakan 1. Tramsformeasi d]jl.ﬂl pada
keterbukann informmssi hidang proses hisnis utama
publik. telah mampu memberikan

il manfaat bagi
organisasi secara optimal;
2. Transformasi digital pada
pemerintahan telah mampa
memberikan nilai manfaat |
bag  organisEsi SeCATA
optimal;
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Aspek Pemenuhan

Aspek Reform

3. Transformasi digital pada
hidang pelayanan 22ndica
ielah mampu memberikan
niikad manfaat baygi

organisasi sccara optimal,

Pengulkuran keberhasilan area
“Penataan Sistem Manajemen
Sumber Daya Manusia (3DM)" ini
adanya kondisi:

a.  Hinerja Individu

Pengukuran  22ndicator  ind
dilakukan  dengean  melihat
kondisi apakah ukuran kinerja
individu telah berorientasi hasil
(outeome) sesuail pada levelnya.
Asgessment Pegawd
DHukur dengan melihal apakah
hasil azzessment telah dijadilan
periimbangan  untuk mutase
dan pengem bangsn karir
pegaw,
Pel Digintin P ;
22nddicator ind
dilakukan  dengsm  melihat
komdis apakah terjadi
pegawai,

K . T .

Ho ' oy Indikater Proses Kegiatan
3 | Penaraan Meningkatkan 11, Meningkatnva ketaatan | Perencanaan 1. Perangkat dacrah telah
Histem profesionalisme  SM terhadap  pengelolaan | Kebutubhan e b st rencana
Manajemen aparatur pada Zona SDM Aparatur; pegaurni somal kebutuhan  pegawsi  di
SDM Integritas Menuju |3, Meninglatava dengen mrﬂlmmm
WBK/WBBM transparansi dan | Jeebutuhan mempertimbangkan  rasio
akuntahilitas orgar sas behan kerja dan kualifikasi

pengelalaan b= BT 20ndicator?:

Aparatur; 2. Perangkat daecrah telah
3. Meningkatnya disiplin ek CETICANLEA
SDM Aparatur; kebutuhan  pegawai i

4. Meningkatnyia e
elektivilas manajemen 3 Perangkst deerah telah
SDM Aparatur; mmmerapkan monitoring dan
evaluasi lerhadap rencana
B “:fﬂ'nﬁkm I.H?‘ anM keburtuilian pegawai di

¥ : ' - . _]?em.'ugk.nt daerahnya.
Pola 22ndicn| | Perangkat daserah  telah
intemal menctapkan kebijakan pola

mutasi ntermal;

2 Perangkat  daerah  telah
menerapkan kebfjakan pola
mutasi internal;

3. Perangkst  dasrah  telah
menerapkan monitoring dan
evaluasi terhadap kebijakan
pola rotasi internal.

Pengembangan | 1. Dasrah  telah

Pegawai

Peramgicat
melakukan  Trafning  Need




Mo

Komponers

Tujuan

Target

Analyss umiulk
pengem bangan kompetensi;

Dalam 23ndicats  rencana
pengembangan  kompetensi
pegawad, telah
memperiimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawal;
Tingkat kesenjangan
kompeiens pegawal vang ada
dengan standar kompetensi
yvang  ditctapkan untuk
masing-masing jabatom;

Terdapat kesempatan/hak |

bagi pegawal di peranglat
daerah i losil untuk
mengpkuti  diklat  maupun
pengembangan  kompeterisi
lainmyas

Telah melakukan  23ndic
pengembangan kompetensi
|rapacity  building transfer
krowiedge);

Telah dilakukan monitoring
dan evaluasa terhadap hasil
pengembangan kompetensi
dalom  Kadtannya  dengan
perhaikan kinerja.

Penectapan
Kinerja

Individu

, Telah memililkd penilaian

kinerja individu yang terkedr
dengan kinerja organisasi;

Ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesimion dengan

il Kineria _indivieu |

Axpek Eefurm
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Mo

Komponen

Tujuan

Target

Aspek Pemenuhan

i kastor

Proses Kegiatan

level i atasnya;

4. Telah melakoloan
pengukurnn kinega mdividu
gecara 2dndicato;

4. Hasll penilalan  kinerja
individu telah dilaksanakan/
diimplementasikan mlai
dar penelapan,
implementasi dan
pemantaiian.

Pepegalon
Araran

[issi pins f Kode
Erik f Kode
Perilakm
Pegawal

Melakeanalian aturan

diziplin/kode etik fkode perilaku

dengan cara:

i Melakulan somahsas aiuran
disiplin knde etilk/ kode
perlaku;

. Penegakan hubuman disiplin
atas pelanggaran Aturan
dizsiphin kode otik ke
perilalku,

Aspek Reform

Sislem
Informasi

Kepegawainn

Data informasi kepegawaian
perangkar daerah telah
dimuiakhirkan secara berkala
dengan membuat laporan hasil
pemutakhiran data pegeowad
secara berkala melalud aplikasi
Simpeg.

Penguatsn

1.

Meninglatnya kineria
instans pemerintah;

Keterlibatan

1. Perangkat daerah telah
melibatkan pimpinan secara




Komponen

Tujuan

25

Peranglat Daerah

Aspek Pemenuban

- - -
TE T dika
2. Meningkatnya
albuntabdlitas  instansi
pomerintak.
Pengelolaan
Akuntabilitas
Kinerja

Prnm I{:gaatan
langsung = pada  saal
PERYUSUINAN Perencanann;

2, Perangka: dacrah  telah
melibatksn pimpinan secars
langsung pada st
PeLy USUTAnD penetapa
kinerja;

A, Pimpinan telah  memantau
pencapadan  kinerja  secara

berkoalo.

| 1. Perangkat dasrah  telah
nerniliki clokurmen
PE‘I.'EI'I{“:]I!-.EEI:I.'I:

2. Dokumen perencanaan telah
berorientas hasil,

3. Telah terdapat penetapan
Indikator Kinega Utamea
(IKL);

Mecsurnhie, A-:-hmﬂhi’e,
Relevant and  Time-bourned
[{EMART)

5 Perangkat daerrah  telah
menyusun  laporan  Kinerja
tepat wakiu;

6. Peiaporan  kinerja  telah
memberikan

informasi
tentang kinerja;
7. Perangkat daerah  elah
mern bangun sistem informasi
kinerja:

Agpek Reform

Pemgukuran keberhasilan area
“Penguatan Akuntabilitas® ini,
adanys Kondisi:

. Meningkatkan capaian kinerja
Penguluran  25ndicator  ind
dilakuken dengom  melihat
kondisi  perseniase  Sasaran
dengan capaisn 1009 atau
lebilh.

b. Pemberian Revrard it
Prirdshoment
Pengukuran 25ndicator ind
dilakukan dengam  melihat
kondisi apakak hasil
capaian /monitoring Perjanjian
Kinerga telah dyjadikan dasar
sebagal pemberian reward and

privshment bagl erganisasi.

¢, Rerangka Logis Kineria
Pengukuran 25ndicater imi
dilakukan  dengan melihar
kondisi  apakah  terdapat
penjenjangan  kinerja  yang
mengacy pada kinerfa utama

organisas dan dijadikon dasar
dalam  penentuan  kinerja
seluruh pegawai,
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| Aspek Pemenuhan

Mo Eomponen Tupaam Target - e Aspek Heform
== = x — 8. Perangkat daerah  telah
berupaya
kapasitas SEDM  pengelola
abuntabilitas kinerja
5 | Penguatan Meningkatkan . Meningkatnya i 1. Perangkat Daerah telah | Pengukuren keberhasilan arca
Penpawasan | penyelenggaraan keparuhan terhadap | Gratifikasi melakukan public compaign | “Penguadan Pengawasan™ iod,
ahan pengelolann keuangan | tentang adanya kondisi:
Kabupaten NEFAra, eratifikasi, antara lain | 6. Mekanisme Pengendalian
Tasikmalaya yang Meaumanizyve tirghat melatui pEmAsangarn Akcrivitas
bersih dan bebas dari peryalahgunaan ' spanduk dan barnner Telah  dilakukan  melkanisme
KEKM WEWENAILE | larangan gratifilkkasi; 1 altivitas  secarn
5 Meiinseation | 2. Perangkat Dasrah  telah |  begenjang
efektivitas _pengelslnan | mengimplementasikan b. infeninor rengadusn
hﬂm] e oo I d.fmﬂ]r'; CATR mti-ﬂ ]ﬂiﬂ C. Fﬁl?mm Lﬂ?ﬂrﬂ-ﬂ- Hm I
membentule Unit Pengendali Kekayaan — Aparatur  Negara
' Cratifikasi  (UPG)  dan T;Hfﬁﬁﬂl
AEATIEHT kamers wrggleat
ﬁ:gtwas (CCTV) di area penyvampaian Laporan Harta
pﬂm Kekayaan Penyelengeara
- | Penerapan T Fn:rmg]mt daerah  telah Hbgrw {IHKPH] mﬂfli.ui i
Sistem e brangun lingkungarn LHEFN mﬁgﬂ yang
| Pengendalian penpendalon; Tingkat Kkepatuhan
| Intern 2. Perangkat daerah telah pelaporan  SPT  Tahunan
Pemerintah melakukan penilman  nsiko bagi ASN yang tidek
| (SPIF) aras unit kerja. termasuk wajib LHKPN
3. Perangkat daerah telah
| melakukan Eegialan
pengendalian untuk
| memimimaligir risiko  yang
telah diidentifiloasi;
4, Perangkat Daerah  ielah
m engkomunikasilcan dan
mengimplementssikan 8P
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Nio

Komponen

Tujuan

Target

Aspek Pemenuhan

Proses Kegatan

kepada kepada seluruh pihak

terkait.

2.

Whistle I
Blenud
System (WBS| |

. Perangkai  daerah  telah

mengimplementasikan
keebijakan penEadusan
masyarakal;

Peranghat  daerah telah
melaksanakeon (indak langut
atas  hasil  penanganan
pengadunn masyarakat;
Perangkat daerah  telah
melakukan monitoring dan
evaluas alas hasil
PEnANEANan pengaduan
masyarakat;

Perangkst  daerah  telah
memndaklamub hasil
evaluas  Afas penargganan

F'_El'-ﬂ.ﬂﬂEI.EII masyarakat.

Perangka: daerah  telah
menetaplian Whistfle Blouwnng
Systemn,

. Peranglkat daerah  telah

melabukan eovaluasi atas
pencrapan  Whisfle Blowing

Penanganan 1.
Benturan

Kepentingan




Asgpek Pemenuban

i = e Aspek Feform

Mo | HKompooen Tujiean Target iaior Pl TRt ires

B N tugas: fungsi utama;

%, Perangkat dacrah  telah
mensasializaslan
PCOanganan benturan
kepentingan;

3. Perangkat daecrah  ielah
mengimplernentasikan
kepentingan;

4. Peranpgkat  daerah  telah
melakukan evaluas  atas
penanganan benturan
kepentingsn;

5. Perangkat daerah telah
menindaklanjuti huasil
eviluasi alas pepanganan
benfuran kepentingan.

& | Peningkatan | Meninghkatkan  Meningkatnya kualitas | Standar 1. Perangkat daerah  telah | Pengukuran keberhasilan area
Kualitas kualitas dan inovasi pelayanan pubdik (lebih | Pelayanan , memiliki kebijakan standar | “Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pelayanan pelayanan pubdilk cepat, Iebhih  murah, polayanan; Publk” ind, adanyva kondis
Puhlik secara berkala sesund lebih aman, dan lebih 3. Perangkst daerah  telah dimana:

kebutuhan dan mudah dijangicau); memalklumatkan  standar | ® Upaya dan/atau inovasi telah
harapan masyarakal | 3 Meningkatny: Tah pelayanan; mendorong perbaikan
Peningkatan kualitas it ﬂnﬁmjum palﬂ}mnnpuhhl-r
u pelay yang | 3. Perangkat dasrah  ielah

pelayanan publik memperoleh . melakukan  revin  dan E:::gﬂp i
Aaialeriont watule | grandarisasi pelayanan perbiikan  atas  standar - i)
membangun rasgional dlan fatan | pelayanan dan SOP; - Kecepatan waku
kepercayaan internasional: | : penyelesaian

akat terhada 4. Perangkat daerah  telah - Kejelasan biaya f tarif,
mmw:rlﬂwm P a3 Meningkatnya  indeks | melakukan publikasi atas gratis
pelayanan publik kﬂm mesyarakal standar pelayansan dem - Kualitas produlk spesifikasi
peningkatan Fﬂﬁm‘wm‘ = Kompeiens
kesejahtersan PR P pelaksana fweh
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Mo

Kompooen

Tuzjuan

Target

Aspek Pemenuhan

Ikt or

Proses Kegiatan

Aspek Reform

masyerakalt  dengan
merjadikan  keluhan
masyarakat sehagai
SECANA untuk
melakukan perbuaikan
pelayanan publilk.

Budaya
pelayanan
prima

o

Perangkat  daerah telah
melakukan berbagal upaya
peninglatan krmampuan
dan/ atau kompetensi
teniang penerapan budsgya
pelayanan prima;

Perangkat dacrah  telah
memiliki informasi Tentemg
pelayanan mudah  diakses |
melalhad berbagai media;
Perangkat  daerah  telah |
memilild sstem reroord aid |
purdshment bagl pelaksana |

lowanaEn;

Perangkal daerah |

mern herilkan kompensasi |

kepada penerima Lm;rﬂﬂanl
hila layanan tidak sesoai

Hlaria;

Merapgkat daerah  telah
menyiliki  sarana myanan
terpadu/ terintepras
Perangkat ﬂﬂﬂ'ﬂh felah

Pergelolaan
Pengadiusm

. Terdapat media pengaduan

dan konsuliesi pelayanean

vang terintegrasi  dengan

- Perilabu pelaksanafweb

- Kualitas AATANRA dan
prasararnd

- Penanganan — pengacduan,
saran dan masukan

i+ 8 Upa.:.rﬂ dan/atau inovesi pada

perzsinan pelavanan telah
:Iipa'muliah
Waktu lebih cepat
- Pelayanan publk yang
terpedu
- Alur lebih pendek ( singicat
- Terintegrasi dengan
aplikas
Pensamganin
p-e'tn}*nnm

pmm:luan pula:mnan dm-:rtau
media konaultasi VR
digediaken melalui berbagsa
kanal/media secara responsif

dan bertanggungiawab.

pengaduan




e

RomipasmieTs

Tujuan

Target
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_&np-ak Pemenuhan

Proses Kegiatan

SPAN Laport;

. Tendapat oot/ penanggmang
miengeliola

jawah VALLE
pengaduan  dan  konsultasi
pelsyanan;

. Telah  dilaloukan  evalugaes

atas PEOATYEATIATR
keluhan /masuloan lar
kansultasi.

| Peningkstan
Teknologl
Informast

. Persngkst darrah  telah

melakukan survel kepuasan

Perangkat  daerah  telah

 melakukan tindak lanjut

atas hasl survel kepuasan
measyarakat,

. Telah menerapkan teknolog

informasg idalewrn.
memberikan pelayanan;

. Telah terbangunnya

clatobose vang lerintegras;

. Telah dilakukan perbaikan

SECATA TErus menerus terlait
[EREEUTISAAT tekmolog
informasi dalam pemberian
lavanan,

Aspek Beform




A

’ i I k Reform
Mo | Komponen Tujuan Target ; - Aspe
B, KOMPONEN HASIL
1 | Terwujudnya | Terwujudnya 1. Meningkatnya kualitas | Nilai  Persepsi | Melaksanakan survel persepsi
pemeriniahan | pemerintshan pengelolaan  anggaran | Koropsi koripsi
yang beralh | bersih dan akuntabel dan ofektivitag
dan pencegahian korapsd
aleuminbe] 2. Meningkatnya
persentase
penyelesaion Tindak
Lanjut Hasl
Pemeribsann [TLHP)
Persentase Melaksanakan / menyvelesaikan
Temuan Hasdl | Tindak Lamjut Hasil
Pemeriksasan Pemerksaan (TLHP) Internal
[lotermal  dan | dan Eksternal
Eksternal)
yang
Ditindaklanjur
||
2 | Kualitas Terwujudnya kualtas Nilai P'l:m:pui:rm:lﬂkﬂmtﬂkﬂn survei kepuasan
Peiayanan pelayanan publik yang Kualitas | masyarakat
Publhk vamg | prima Pelayanan
Prima i
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G. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOF PERANGEKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGOUNG JAWAR MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA PENDUKUNG

Yih. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Retormasi Birokrasi
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokras:,
Akuntabilitas Apararur dan Pengawasan

di
Tempat
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Mama : [nama jelas Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja)
Jabatan : [Kepala Peranghkat Daerah/ Unit Kerja)
Alamat : (Alamat Peranghkat Dacrah / Unit Kerja)

Sehubungan dengan pembangunan dan pengusulan zona mtegritas memnuju
Wilayah Bebas dari Kerupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 20XX,
dengan ini menyatakan bahwa data pendukung yang kami sampaikan, yaitu;

1. Byarat Perangkat Daerah/Unit Kerja telah sesuai dengan kondisi yang

sebenarnya;

<4, Data duktung pengungldat telah sesuat dengan kondisi yang sebenamya;

J. Data dukung tentang hasil telah sesuai dengan kondisi vang sebenamya.

Apabila di kemudian har termnyata ditemukan bahwa date vang kami
sampaikan fidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia ditinjau
kembali terkait pengusulan perangkat daerah [unit kerja kami dalam pembangunan
Zona integritas.

Demikian pernvataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Membuat Pernyvatasn
Kepala Perangkat Dacrah /

Unit Kerja

Materai Rp, 10.000,-

[Nama Lengkap Kepala Peranglat
Daerah)




